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(E) Isi:

Mulanya PT Bank Mandiri Persero telah mengajukan PKPU terhadap PT.
Dewata Royal International (selanjutnya PT DRI) kemudian Pengadilan Niaga
Surabaya memutuskan bahwa PT. DRI dalam PKPU semetara dan mengangkat
Swandy Halim sebagai Pengurus PKPU dari PT DRI. Namun, karena tidak
tercapainya perdamaian dalam PKPU maka PT. DRI dinyatakan pailit serta
mengangkat Swandy Halim selaku Kurator. Seiring dengan berjalannya proses
PKPU dan Kepailitan, Rustandi Jusuf (Direktur Utama PT DRI) telah
mengajukan upaya-upaya hukum terhadap Swandy Halim. Bahwa untuk
menyelesaikan semua dan setiap sengketa antara Swandy Halim dengan
Rustandi Jusuf, maka Rustandi Jusuf atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan
telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian pada tanggal 27
Desember 2010 dengan Swandy Halim. Rencana perdamaian bisa dilakukan
sesudah perusahaan dinyatakain pailit. Hal ini diatur dalam Pasal 144 UUK
PKPU mengenai hak Debitor pailit untuk mengajukan perdamaia, dalam Pasal
69 UUK PKPU, tugas dari seorang Kurator adalah melakukan pengurusan
dan/atau pemberesan harta pailit. Sehingga bagaimana keabsahan kewenangan
Kurator dalam membuat Perjanjian Perdamaian dengan Debitor pailit (contoh
kasus: Putusan N0.486 PK/Pdt/2018). Metode penelitian yang digunakan oleh
Penulis adalah penelitian hukum normatif yang fokus kepada penggunaan dari
data sekunder yang menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Kemudian,
analisis data yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian yang bersifat
kwalitatif. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Kurator dapat
membuat Perjanjian Perdamaian dengan Debitor pailit selama Perjanjian
Perdamaian tersebut diluar dari harta pailit sehingga tidak menimbulkan
kerugian terhadap harta pailit tersebut. Maka, Perjanjian Perdamaian yang telah
dibuat oleh Kurator Swandy Halim kemudian dianggap sah demi hukum.
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